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KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KISARAN 

Nomor : 51.a/SK/KPN/8/2021 

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN 
DILINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI KISARAN

KETUA PENGADILAN NEGERI KISARAN

: a. Bahwa dalam rangka peningkatan pelaksanaan tata kelola 

pemerintahan yang baik dan untuk meningkatkan kineija 

pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Kisaran, perlu 

disusun pedoman untuk mencegah dan menangani terjadinya 

benturan kepentingan pejabat dan pegawai di lingkungan 

Pengadilan Negeri Kisaran;

b. Bahwa untuk berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebtu 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Ketua Pengadilan 

Negeri Kisaran tentang Pedoman Penanganan Benturan 

Kepentingan di Pengadilan Negeri Kisaran.

: 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah 

Agung Republik Indonesia;

2. Undang- undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Kekuasaan 

Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 

Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3327); 

sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 48 

Tahun 2009;

3. Undang- undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

4. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Nomor: 59A/Sek/SK/11/2014 Tentang Pedoman Penanganan 

Benturan Kepentingan Di Lingkunganan Mahkamah Agung dan 

Badan Peradilan dibawahnya;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KISARAN TENTANG 

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN 

DILINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI KISARAN;

KESATU : Menetapkan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di 

Lingkungan Pengadilan Negeri Kisaran sebagaimana tercantum 

dalam lampiran ini yang merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana 

dimaksud pada diktum kesatu menjadi kerangka acuan bagi 

pejabat dan pegawai dilingkungan Pengadilan Negeri Kisaran 

untuk mengenal, mencegah dan mengatasi benturan kepentingan 

dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;

KETIGA : Atasan langsung pejabat dan atau pegawai melakukan pembinaan 

dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pedoman Penanganan 

Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam diktum 

kesatu;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 

dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata 

terdapat kekeliruan dalam keputusan ini m akan akan 

diadakan perbaikan sebagaiamana mestinya;

Ditetapkan di : Kisaran
pada tanggal : 18 Agustus 2021

KETUA PENGADILAN NEGERI KISARAN

ttd.

NELSON ANGKAT

KISARAN



: Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran 
: Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan 
Pengadilan Negeri Kisaran 

: 51.a/SK/KPN/8/2021 
: 18 Agustus 2021

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN 
DILINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI KISARAN

A. Pendahuluan
1. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan pemerintah yang baik (good government) dan 

peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pejabat dan 

pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Kisaran yang bebas korupsi, perlu 

dilakukannya upaya pencegahan dan penaganan terhadap terjadinya 

benturan kepentingan dari pejabat atau pegawai di lingkungan Pengadilan 

Negeri Kisaran dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaan tugasnya. 

Untuk itu diperlukan adanya suatu pedoman bagi seluruh pejabat atau 

pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Kisaran dalam Penanganan 

Benturan Kepentingan.

Penyusunan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan 

Pengadilan Negeri Kisaran mengacu antara lain kepada peraturan 

perundang-undangan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan fungsi 

Pengadilan Negeri Kisaran, pencegahan dan pemberantasan korupsi, 

pelaksanaan reformasi birokrasi dan mengikuti pedoman yang diatur 

didalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan 

Benturan Kepentingan.

2. Tujuan

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan bertujuan sebagai berikut :

a. Menciptakan budaya keija organisasi yang dapat mengenal, mencegah 

dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan,

b. Meningkatkan pelayanan publik dan mencegah teijadinya kerugian 

negara,

c. Meningkatkan Integritas

d. Meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yangn bersih dan berwibawa.

3. Pengertian

Benturan Kepentingan adalah situasi dimana pejabat atau pegawai di 

lingkungan Pengadilan Negeri Kisaran memiliki atau patut diduga memiliki 

kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang dalam

Lampiran
Tentang

Nomor
Tanggal



kedudukan atau jabatannya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas

keputusan dan atau tindakan.

B. Benturan Kepentingan

1. Bentuk benturan kepentingan sebagai berikut :

a. Situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai dilingkungan 

Pengadilan Negeri Kisaran menerima gratifikasi atau 

pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan jabatannya.

b. Situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai dilingkungan 

Pengadilan Negeri Kisaran menggunakan asset jabatan untuk 

kepentingan pribadi/golongan;

c. Situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai dilingkungan

Pengadilan Negeri Kisaran menggunakan informasi rahasia jabatan 

untuk kepentingan pribadi/golongan;

d. Situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai dilingkungan

Pengadilan Negeri Kisaran memberikan akses khusus terhadap pihak 

tertentu tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya;

e. Situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai dilingkungan

Pengadilan Negeri Kisaran tidak dalam proses pengawasan tidak 

mengikuti prosedur karena pengaruh dan harapan dari pihak yang 

diawasi;

f. Situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai dilingkungan

Pengadilan Negeri Kisaran menyalahgunakan jabatan;

g. Situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai dilingkungan

Pengadilan Negeri Kisaran menggunakan diskresi yang 

menyalahgunakan wewenang.

2. Jenis Benturan Kepentingan sebagai berikut :

a. Kebijakan dari pejabat atau pegawai dilingkungan Pengadilan Negeri

Kisaran yang berpihak akibat pengaruh, hubungan dekat,

ketergantungan dan atau pemberian gratifikasi;

b. Pemberian izin pejabat atau pegawai dilingkungan Pengadilan Negeri 

Kisaran yang diskriminatif;

c. Pengangkatan pegawai honorer berdasarkan hubungan dekat/balas 

jasa/ rekomendasi pengaruh dari jabatan;

d. Pemilihan rekan keija oleh pejabat atau pegawai dilingkungan 

Pengadilan Negeri Kisaran berdasarkan keputusan yang tidak 

professional;



e. Pejabat atau pegawai dilingkungan Pengadilan Negeri Kisaran

melakukan komersialisasi pelayanan publik;

f. pejabat atau pegawai dilingkungan Pengadilan Negeri Kisaran

menggunakan asset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;

g. pejabat atau pegawai dilingkungan Pengadilan Negeri Kisaran

melakukan pengawasan tidak sesuai norma, standart dan prosedur;

h. pejabat atau pegawai dilingkungan Pengadilan Negeri Kisaran menjadi 

bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai;

i. Putusan pengadilan yang dipengaruhi olrh pihak yang terlibat dalam 

kasus persidangan;

3. Sumber Benturan Kepentingan sebagai berikut;

a. Penyalahgunaan wewenang, yaitu penyeleggaraan negara membuat 

keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau 

melampauin batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh 

peraturan perundang-undangan;

b. Perangkapan jabatan, yaitu seseorang penyelenggara negara menduduki 

dua atau lebih jabatann publik sehingga tidak bisa menjalankan 

jabatannya seca professional, idependen dan akuntabel;

c. Hubungan afiliasi (pribadi, golongan) yaitu hubungan yang dimiliki 

seseorang penyelenggara negara dengan pihak tertentu baik karena 

hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan 

pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusan;

d. Gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, 

barang, komisi, pinjaman tanpa bunga, perjalanan wisata dan fasilitas 

lainnya.

C. Prinsip Dasar dalam Penanganan Benturan Kepentingan adalah:

1. Mengutamakan Kepentingan Publik;

2. Menciptakan keterbukaan penanganan dan penngawasan benturan

kepentingan;

3. Mendorong tanggung jawab pribadu dan sikap keteladanan;

4. Menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap

benturan kepentingan.
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D. Upaya yang diperlukan untuk keberhasilan penanganan benturan kepentingan 

adalah:

L  Komitmen dan keteladanan

2. Perhatian Khusus atas hal tertentu

3. Menghindari situasi benturan kepentingan

4. Pemantauan dan Evaluasi.

Ditetapkan di : Kisaran
pada tanggal : 18 Agustus 2021

KETUA PENGADILAN NEGERI KISARAN

ttd.

NELSON ANGKAT

;suai dengan aslinya

)ILAN NEGERI KISARAN


